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PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH

ABSTRAK :  bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka
meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui pemakaian
kekayaan milik Pemerintah Daerah, serta dalam rangka penataan,
pengawasan dan pengendalian atas pemakaian kekayaan daerah, maka perlu
ditetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Berdasarkan pertimbangan
dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1091 ); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967
tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2828 ); Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan
Pemerintahan di Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2854 ); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar
Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2005
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor 7 Seri E); Peraturan Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007
Nomor 5 Seri E); Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun
2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri E); Peraturan
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 21 Seri D).

 Perauran Daerah ini mengatur tentang :
 Ketentuan Umum
 Nama, Objek, Subjek nan Wajib Retribusi
 Golongan Retribusi
 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi
 Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
 Wilayah Pemungutan
 Masa Retribusi
 Tata Cara Pemungutan
 Tata Cara Pembayaran
 Tata Cara Penagihan
 Sanksi Administrasi
 Keberatan
 Pengembalian Kelebihan Pembayaran
 Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi



 Kedaluwarsa Penagihan
 Ketentuan Pengawasan dan Pengendalian
 Insentif Pemungutan
 Kewenangan Pengelolaan Retribusi
 Pemanfaatan
 Ketentuan Khusus
 Penyidikan
 Ketentuan Pidana
 Ketentuan Peralihan
 Ketentuan Penutup

STATUS :  Mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 28 Otober 2011
 Berlaku

CATATAN  Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
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